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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 193/PMK.05/2011

TENTANG

KREDIT INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pembiayaan kegiatan
peningkatan produksi dan/atau pengendalian polusi
yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil,
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah
dialokasikan dana kredit investasi pemerintah;

b. bahwa agar penyaluran dana kredit investasi
pemerintah dapat dilaksanakan secara transparan dan
akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan
keuangan negara, dipandang perlu mengatur tata cara
penyediaan, pencairan, penyaluran, pelaporan, dan
pertanggungjawaban dana kredit investasi pemerintah;

c. bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, berwenang untuk
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
anggaran negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Kredit Investasi Pemerintah;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007
tentang Bagan Akun Standar;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KREDIT
INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Investasi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat KIP, adalah
pembiayaan Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan
peningkatan produksi dan/atau pengendalian polusi yang dilakukan
oleh usaha mikro dan usaha kecil.

2. Lembaga Keuangan Pelaksana Kredit Investasi Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat LKP-KIP, adalah lembaga keuangan yang
menyalurkan dana KIP.

3. Perjanjian Kredit Investasi Pemerintah, yang selanjutnya disebut
Perjanjian KIP, adalah perjanjian antara Pemerintah c.q. Kementerian
Keuangan dengan LKP-KIP untuk menyalurkan dan
mempertanggungjawabkan dana KIP.

4. Pengguna Akhir (End-Users) adalah usaha mikro atau usaha kecil
yang menggunakan KIP sesuai perjanjian kredit dengan LKP-KIP.

5. Permintaan Pencairan Kredit Investasi Pemerintah, yang selanjutnya
disebut Permintaan Pencairan KIP, adalah permintaan pencairan dana
KIP oleh LKP-KIP kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

6. Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum
Negara, yang selanjutnya disingkat SP-RKA BUN, adalah dokumen
penetapan alokasi anggaran menurut unit organisasi dan program
serta dirinci kedalam satuan kerja pada Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara.

7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.

8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria usaha kecil.
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9. Pencairan dana KIP adalah pengeluaran dana KIP dari Kuasa
Pengguna Anggaran kepada LKP-KIP.

10. Penyaluran dana KIP adalah pengeluaran dana KIP dari LKP-KIP
kepada Pengguna Akhir (End-Users).

BAB II

TUJUAN KIP

Pasal 2

(1) KIP disediakan dengan tujuan untuk meningkatkan akses Usaha Mikro
dan Usaha Kecil terhadap pembiayaan kegiatan dalam rangka
peningkatan produksi secara berkelanjutan dan/atau pengendalian
polusi.

(2) Kegiatan pengendalian polusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Usaha Mikro atau Usaha Kecil
yang bertujuan untuk mengurangi tingkat polusi dan meningkatkan
efisiensi produksi.

(3) Kegiatan peningkatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kegiatan pada semua sektor ekonomi yang dimaksudkan
untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan
Usaha Mikro atau Usaha Kecil.

BAB III

PEJABAT PERBENDAHARAAN DANA KIP

Pasal 3

(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) merupakan
Pengguna Anggaran atas dana KIP.

(2) Dalam rangka pelaksanaan anggaran dana KIP, Direktur Jenderal
Perbendaharaan merupakan Kuasa Pengguna Anggaran atas dana KIP.

(3) Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menunjuk Pimpinan Unit
Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang investasi pemerintah untuk
melaksanakan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan anggaran dana KIP, Kuasa Pengguna Anggaran
menerbitkan surat keputusan untuk menetapkan:

a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran anggaran KIP dan menerbitkan Surat
Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat
Komitmen; dan

b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap
permintaan pembayaran dan menandatangani Surat Perintah
Membayar (SPM).
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BAB IV

PENYEDIAAN DANA KIP

Pasal 5

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan dokumen usulan
dana KIP kepada Direktur Jenderal Anggaran sebagai bahan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Dokumen usulan dana KIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan oleh Direktur Jenderal Anggaran sebagai dasar dalam
pengalokasian dana KIP.

Pasal 6

Dana KIP dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

(1) Berdasarkan alokasi dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kuasa Pengguna Anggaran
mengajukan usulan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk
menerbitkan SP-RKA BUN.

(2) SP-RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Direktur Jenderal Anggaran kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
sebagai dasar penerbitan dan pengesahan DIPA.

(3) DIPA yang telah diterbitkan dan disahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menjadi dasar Pencairan dana KIP.

BAB V

LEMBAGA KEUANGAN PELAKSANA KIP

Bagian Kesatu

Penetapan LKP-KIP

Pasal 8

(1) LKP-KIP ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas dasar permohonan
lembaga keuangan yang bersangkutan.

(2) Untuk ditetapkan sebagai LKP-KIP, lembaga keuangan harus memenuhi
persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

a. Lembaga keuangan yang mempunyai status sebagai Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

b. Laporan keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir dinyatakan wajar
tanpa pengecualian oleh auditor independen;

c. Laporan evaluasi kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir dinyatakan
sehat atau cukup sehat oleh auditor independen;
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